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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan
karakteristik sampah yang semakin beragam;

. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan

metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung
pembangunan Daerah yang berkelanjutan;

. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif

dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara
ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan,
serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

. bahwa dalam pengelolaan sampah di Daerah

diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab,
kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta
dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan
secara proporsional, efektif, dan efisien;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

pertimbangan huruf a, b, ¢ dan d, perlu pengaturan pengelolaan
sampah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4374);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
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21.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 71);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 47);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
60);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN  SAMPAH
DI JAWA BARAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat.
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8. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.

10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

11.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

12.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampah.

13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan vyang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.

14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

15.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah
tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar
ke lokasi tempat pemrosesan akhir.

16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut
TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,
dan pemrosesan akhir sampah.

17.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut
TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
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sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

18.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang
selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan
dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.

19.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional
yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan
untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber
dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih

20.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
Sampah.

21.0rang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau
badan usaha.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pengelolaan sampah di Daerah diselenggarakan berdasarkan :
a. asas tanggungjawab;
asas berkelanjutan;
asas manfaat;
asas keadilan;
asas kesadaran;
asas kebersamaan;
asas keselamatan;
asas keamanan;
asas nilai ekonomi;
asas pengelolaan mulai dari sumber;
asas penghasil sampah membayar;
asas produk ramah lingkungan;
. asas internalitas biaya pengelolaan sampah;
asas kehati-hatian awal;
asas transparansi;
asas akuntabilitas;
asas efisiensi; dan
r. asas efektivitas.

(2) Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka
melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah
yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan
pembatasan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
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